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BERITA  DAERAH 
 KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 10.A                               2018                                    SERI : E                                                                                        

 
 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
       NOMOR 10.A TAHUN 2018……………………………. 

TENTANG 
BANTUAN OPERASIONAL  

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu adanya 
dana operasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional 
kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota 
Bekasi. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 
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5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2004 Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 4221); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 
tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  
140, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah  
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negera  
Republik  Indonesia Nomor 4738); 
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12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan   
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2008  Nomor  19,  Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2008  
tentang Kecamatan  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Tahun  2008  Nomor  40,  Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

14. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  13  
Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  
Keuangan Daerah  sebagaimana  diubah  beberapa  
kali  terakhir dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  
Negeri  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pedoman Peraturan  Menteri  Dalam  
Negeri   Nomor  13  Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 
2007 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  
Daerah (Lembaran  Daerah  Kota  Bekasi  Tahun  
2007 Nomor  4 Seri  A)  sebagaimana  telah  diubah  
dengan  Peraturan Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  16  
Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun  2007  tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran  Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 
16 Seri A); 

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 
2015    tentang    Pedoman    Pembentukan    Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 10 Seri E); 
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20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 
2015 tentang  Pedoman  Pembentukan  Badan  
Keswadayaan Masyarakat  Kota  Bekasi  (Lembaran  
Daerah  Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

22. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  07  Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah  Kota  Bekasi  (Lembaran  Daerah  Kota  
Bekasi Tahun  2016  Nomor  7 Seri  D)  
sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Wali  
Kota  Bekasi  Nomor 15  Tahun  2017  tentang  
Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Bekasi  
Nomor  07  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota  Bekasi  Tahun  2017 Nomor 15            
Seri D). 

 

Memperhatikan 
 
 
 
 
 
 

: 1. Peraturan  Wali  Kota  Bekasi  Nomor  51  Tahun  
2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  Kegiatan 
Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah  (Berita 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 51 Seri E); 

2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor  52  Tahun  2011 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan  Keuangan 
Daerah  Kota  Bekasi  (Berita  Daerah  Kota  Bekasi 
Tahun  2011 Nomor  52  Seri  E) sebagaimana  telah 
diubah dengan Peraturan Wali  Kota Bekasi Nomor 
54 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  
Wali Kota  Bekasi  Nomor  52  Tahun  2011  tentang  
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan  
Keuangan Daerah  Kota  Bekasi  (Berita  Daerah 
Kota  Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E); 

3. Berita  Acara Rapat Nomor 100/90/SETDA.Tapem 
tanggal 19 Januari 2018 tentang Pembahasan 
Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat. 
 

 
 
 



 

5 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota  sebagai  unsur  penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi. 

5. Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Wali  Kota  dan  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kecamatan  adalah  Kecamatan di wilayah Kota Bekasi; 

7. Kelurahan adalah wilayah  kerja  Lurah  sebagai  Perangkat  Daerah  
dalam wilayah Kecamatan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang  selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. 

9. Organisasi  Kemasyarakatan  adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  
anggota masyarakat Warga Negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela 
atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi,  agama  dan  kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Masa Esa. 

10. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia. 

11. Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  LPM  
adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakasa masyarakat di  
Kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan  
dan  memiliki  sifat  konsultatif  dengan  lembaga  atau Organisasi 
Masyarakat, RT dan RW. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN 
OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT KOTA BEKASI. 
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12. Badan  Keswadayaan  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  BKM 
adalah lembaga masyarakat  yang  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat 
sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan  dan  memiliki  sifat  konsultatif  dengan  lembaga  atau 
organisasi masyarakat, RT dan RW. 

13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina 
oleh Pemerintah Daerah. 

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina 
oleh Pemerintah Daerah. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
Maksud dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan 
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam medukung penyelengraaan 
pemerintah daerah. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mengoptimalkan 
peran LPM dalam mendukung kelancaran tugas Kelurahan untuk 
peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan 
pemberdayan masyarakat. 

 
BAB III 

PERUNTUKAN 
 

 Pasal 4 
 

(1) Bantuan operasional diperuntukkan untuk : 
a. pembelian Alat Tulis Kantor dan fotokopi; 
b. biaya makan dan atau minum rapat; 
c. uang saku dalam rangka monitoring kegiatan pembangunan yang  

dilakukan oleh BKM; dan 
d. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPM. 
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 BAB V 

       PERTANGGUNGJAWABAN 
 

  Pasal 6 

 

 

(2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan besaran     
Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 

 
BAB IV 

TATA CARA PENGAJUAN  
 

Pasal 5 
 

(1) Ketua LPM membuat Permohonan Bantuan Operasional secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) yang diketahui oleh Lurah diajukan kepada Camat.  

(2) Pengajuan berikutnya dilakukan setelah pertanggungjawaban pengajuan 
sebelumnya telah dipertanggungjawabkan. 

       

(1) Penerima Bantuan Operasional bertanggungjawab atas penggunaan uang 
yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Wali 
Kota melalui Camat. 

(2) Penerima  Bantuan  operasional  bertanggungjawab  penuh  atas  laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan.  

(3) Penerima Bantuan Operasional wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah. 

 
       BAB VI 

      PEMBIAYAAN 
 

      Pasal 7 
 

Pemberian bantuan operasional kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 
dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan di  Bekasi 
pada tanggal 30 Januari 2018     
 
WALI KOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap 
 
RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 30 Januari 2018 
 
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
           ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,  

 
            Ttd/Cap 

 
 

                DADANG HIDAYAT 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR  10.A  SERI E        
 

 

 

 


